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ABSTRAK

Kekayaan SDA non-renewable berupa minera dan batubara merupakan aset
kekayaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesgahteraan rakyat,
sehingga pengelolaannya harus memperhatikan haat hidup orang banyak.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera
dan Batubara memberikan perubahan terhadap rezim pengelolaan dan pengusahaan
pertambangan minerba dari rezim kontrak menjadi rezim izin. lzin Usaha
Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah ataupun pusat merupakan
sebuah bentuk pengecualian yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat
melakukan pengusahaan minerba. Pengecualian ini merupakan tindakan yang
diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Dengan demikian,
penolakan izin dapat terjadi jika kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Namun,
apabila pelaku dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang
maka pemerintah harus memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melakukan
pengusahaan minerba.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Minerba, Provinsi Kaimantan Timur
menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penerbitan IUP tertinggi. Penulis melihat
permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut sehingga harus diteliti 1ebih lanjut,
karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penulis tertarik untuk meneliti dampak
dari pelaksanaan UU tersebut dengan melihatnya dari perspektif Magasid asy-
Syari’ah kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian library research berdasarkan Undang-Undang dan
peraturan terkait lainnya, beserta data yang diperoleh dari berbagai sumber.
Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau
pelaksanaan UU melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan perspektif
Maqasid asy-Syari’ah.

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dalam khazanah keillmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan
mengenal studi pelaksanaan UU dilihat dari perspektif AMagasid asy-Syari’ah.
Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum.

Kata Kunci : Penerbitan |zin Usaha Pertambangan, Magqasid asy-Syari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Berssl®iateri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987

dan 0543b/U/1987 Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
'C Kha Kh Ka-ha
b Dal D De
3 Zal y/ Zet dengan titik di atas
) Ra’ R Er
3 Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es-ye
o Sad S Es dengan titik di bawah
o Dad D De dengan titik di bawah
b Ta’ T Te dengan titik di bawah

Vi




b za’ Z Zet dengan titik di bawah
¢ ‘ain ' Koma terbalik di atas
¢ Ghain G Ge
< Fa’ F Ef
S Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
o Mim M Em
o Nun N En
9 Wau w We
2 Ha’ H Ha
s Hamzah " Apostrof
S Ya’ Y Ya
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

R Fathah A A

P Kasrah I

SN Dammah U U

Contoh:

Vil




8 —> kataba ~ Jaw — sulila

2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama
1 Fatkhah dan ya Ai a-i
3 Fatkhah dan wau Au a-u

3. Vokal Panjang

Tanda Nama Huruf Latin Nama

‘ Fatkhah dan alif A a dengan garis di atas
;5 Fatkhah dan ya A a dengan garis di atas
gﬁ Kasrah dan ya I i dengan garis di atas
J Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :

J& — qala ;o —>qila

&) — rama Jsd —» yagilu
Ta’ Marbu zah

1. Transliterasta’ marbusah hidup
Ta’ marbuah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah transliterasinya adalah “t".

2. Transliterasta’ marbuah mati

viii



Ta’ marbuah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

Contoh:

db — alpan

3. Jika ta’ marbwah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-", dan
bacaannya terpisah, maka ta’ madutersebut ditransliterasikan dengan
“ha’/h.

Contoh:

Jub¥1 iz sy  — raudah al-afal

8y sl Ayl — al-Madinah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (Syaddahatau Tasydid
Transliterasisyaddahatautasydiddilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

JP — nazzala

:QJ\ —» al-birru

E. Kata Sandang ‘J"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu

“J". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang



yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaituJ¥ diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

J= 3 —> arrajulu

8! —>  as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

‘..lﬁ\ — al-galamu

@.\.,.!\ — al-bad’u

F. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di



akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
S ew — syai'un
Qf\ — umirtu
s ¢ — an-nau’u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada
nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan

kalimat.

Contoh:

J gy ¥l A2 Ly —> Wami Muhammadun ilirasil

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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PERSEMBAHAN

Untuk:
Ibunda tercinta, pelita yang selalu bercahaya saat kehidupan seolah telah meredup.
Trimakasihmamakkuersayan@ UMIJEM
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MOTTO

Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain berarti
mimpimu masih kecil

-Luffy, One Piece-

Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang.. maka
keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan hasil dari
kebiasaan

-Aristoteles-
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya mineral dan batubara adalah aset kekayaan bangsa yang harus
dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Data dari Kementrian ESDM, pada bulan November tahun 2015 menyebutkan
bahwa pasokan mineral dan batu bara mencapai 401.218.566 (ton) dan cadangan
pasokan sebesar 11.494.091 (tbnietersediaan sumberdaya mineral dan
batubara yang melimpah di Indonesia memberikan peluang bagi bangsa untuk
memajukan perekonomian melalui usaha pertambangan. Hasil dari pengelolaan
dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik

maupun global.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan baHwabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negaradan ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ralgssdl
tersebut menjadi landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian nasional
dan kesejahteraan sosial. Perwujudan dari amanat konstitusi kemudian diakomodir

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Kementrian ESDM, “Pasokan Mineral dan Batubara”, _http://www.bgl.esdm.go.id/#,
diakses pada tanggal 22 Desember 2015.




Batubara (UU Minerba). Pemberlakuan UU Minerba secara jelas memperlihatkan
bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara
merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara, sehingga

pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan
pemerintahan mengenai pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan
urusan pemerintahan konkruen (pilihan) yang kewenangannya dipegang oleh
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat
mengurus sendiri urusan pemerintahan demi memajukan perekonomiannya.
Penerbitan 1zin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan bentuk pengendalian dan
pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan.
Maka negara sebagai entitas tertinggi memberikan izin kepada badan usaha,
koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam pengusahaan dan
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penerbitan IUP yang

diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Izin  merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan
terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat
diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu.
Dengan demikian dapat terjadi penolakan izin karena kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi

izin kepada semua orang memenuhi kriteria, karena ada keterbatasan dari benda-



benda tertentfi. Sebagaimana Izin Usaha Pertambangan tidak serta-merta
diberikan kepada koperasi ataupun seseorang (pelaku) usaha pertambangan, selain
karena barang tambang memiliki nilai ekonomi tinggi, usaha pertambangan juga
memberikan resiko yang tinggi terhadap lingkungan maupun kehidupan
masyarakat sekitar tambang, sehingga penambangan mineral dan batu bara hanya
dapat dilakukan oleh pelaku pengusahaan tambang yang telah memiliki IUP. Izin
Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambanyadP dalam UU Minerba terdiri atas dua
tahag yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi meliputi
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP
Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi maupun
IUP Operasi Produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian
kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di

dalam peraturan perundang-undangan.

Data yang dikemukakan oleh Kementrian ESDM menyatakan bahwa sejak

diundangkannya UU Minerba tahun 2009 hingga agustus 2015, IUP yang telah

Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambanganet. pertama, (Jakarta: Buku Obor, 2015),
him.135.

3pasal 1 angka 7 Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

“Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

®Pasal 36 ayat (2), Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara



diterbitkan mencapai mencapai 10.827 fUPadahal sebelum adanya otonomi
daerah (1945-1999) jumlah Izin Usaha Pertambangan hanya 8Qsarah I1zin

Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam pengusahaan dan
pengelolaan pertambangan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan
masyarakat. Karena semakin banyak izin yang diterbitkan, maka semakin banyak
pula tambang mineral dan batubara yang dikelola. Sehingga pendapatan daerah
(berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitas), pemberdayaan
ekonomi masyarakat daerah tambang, dan dan amdal (terkait reklamasi pasca
tambang) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakal. Akan tetapi banyaknya IUP yang diterbitkan berdampak serius
terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan
tambang berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan
pasca penambangan (tidak ditindaklanjuti dengan reklamasi tambang), tumpang
tindih lahan terjadi di sektor pertambangan dengan sektor lain seperti kehutanan,

perkebunan, dll, selain itu tumpang tindih izin juga terjadi antara satu IUP dengan

®Kementrian ESDM, “Penataan IUP”,
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK
EwjP04z7z-

zJAhUKXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisa
si-eiti-dan-uu-
23yogya27082015%2F%3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQJCNFX0Y2DVy6cUygR
DKEvVT82Kxk ZLA&siIg2=IcR5tuNRVEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21
desember 2015.

"Kementrian ESDM, “Penataan IUP”,
http://acch.kpk.go.id/documents/10180/37407/PenertibanPenataan+Perizinan+Usaha+Per
tambangankemenESDM.pdf/5914bed8-cOca-44f7-9782-c7a1962b7939, diakses pada
tanggal 21 desember 2015.

®pasal 39 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.



IUP lain yang dikeluarkan oleh Gubernur juga diterbitkan oleh Bupati, konflik
masyarakat lokal dengan pengusaha tambang, serta tidak maksimalnya
penerimaan negara dari sektor pajak maupun non-pajak karena praktek manipulasi
dan KKN pada pengelolaan dan pengusahaan pertambBafgamataan IUP yang

telah dilakukan Kementrian ESDM menyatakan bahwa dari total IUP yang
diterbitkan terdapat 4.563 IUP atau sejumlah 42,14 % dari totaf o&upakan

IUP non-CnC. IUP non-CnC merupakan IUP bermasalah karena tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan seperti, tidak terpenuhinya persyaratan
administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, ataupun persyaratan
lingkungan. Akibatnya, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan
batubara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat tidak terealisasikan secara

optimal.

Terselenggaranya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara secara optimal dan berkelanjutan merupakan suatu kebermaksudan.
Pengelolaan minerba dimaksudkan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang.

®Nandang Sudrajaf,eori dan Praktik Pertambangan di Indonesiat. pertama, (Jakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), him.185.

%Kementrian ESDM, “Penataan IUP”,
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjP04z
Zz-zJAhUkXgYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisasi-
eiti-dan-uu-23-
yogya27082015%2F%3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQJCNFX0Y2DVy6cUyqRDKEVT82
Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRVEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21 desember 2015.

MUP Clean and Clear (C and C) dan IUP non Clean and Clear (Non-Gnéupakan
sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menata perizinan yang ada diseluruh
Indonesia agar memenuhi semua persyaratan sesuai dengan UU Minerba antara lain: persyaratan
administrative, persyaratan teknis, persyaratan finansial, dan persyaratan lingkungan.



Menurut pandangan islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang
memperhatikan semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yan{ luas.
Didalam al-Qur'an telah dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, khususnya emas, tembaga dan

perak, tepatnya dalam al-Qur’an yang berbunyi:

Cilide jen s (i daa Juall (e Ll ks < pad 4glia jals le eland) o J 30 5 53 Q)

T3l s Ll

Realitas bahwa sumber daya alam yang banyak dieksploitasi meliputi
emas, tembaga, perak, dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam al-
Qur'an ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna
hitam pekat adalah berupa batubara. Semua sumber daya alam yang merupakan
ciptaan Allah SWT memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga penciptaan
sumberdaya alam terutama mineral dan batubara memiliki maksud tertentu bagi

manusia.

Dalam hal ini, Islam mengakomodir kebermaksudan melalui konsep
Maqasid asy-Syari’ah. Maqasid asy-Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya
dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-
ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu
hukum yang berorietasi padeemashlahatan Seiring perkembangan zaman,

konsep Magasid asy-Syari’ah ini pun mengalami perkembangan. Cendikiawan

12Sayyid QuthbKeadilan Sosial dalam IslaniBandung: Penerbit Pustaka, 1994), cet. I,
him. 37
3 Al-Fathir: 27



muslim Jasser Audatelah mengembangkan terminologiagasid tradisional
kedalam bahasa masa kini yang kemudian dikenal dengan kdfigepid asy-
Syari’ah kontemporer. Salah satunya diambil dari area keniscayawiriyyat)
mengenaihifz al-mal (perlindungan harta)hifz al-mal versi al-Gazali bersama
dengan ‘hukuman bagi pencurian’ versi Al-Amiri dan ‘proteksi uang’ versi Al-
Juwaini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi ydaniliar,
misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan  ekonomi’, ‘distribusi uang’,
‘masyarakat sejahtera’ dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial-ékonomi.
Perwujudan dari perkembangan konsgfrgasid kontemporerini mengarah
kepada Pembangunan Sumberdaya Man(@diaman Develompmentebagai
salah satu tema badiemashlahatanpublik pada zaman sekarang. Realisasi
Magqasid dapat diukur secara empiris melditarget-target pembangunan SDM”
versi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsdyengembangan ini memungkinkan
penggunaarmagasid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat

dibutuhkan di negara-negara berpenduduk muslim.

Maqasid asy-Syari’ah telah menjelaskan bahwa tujuan dafari’at adalah
kemashlahatammat dan mencegah timbulnamafsadatakerugian) bagi umat
manusia. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menganalisa lebih lanjut
mengenal'Penerbitan Izin Usaha Petambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan
Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara PerspekiMagasid asy-Syari’ah.)’

Mjasser AudaMembumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syarj'@Bandung: PT.
Mizan, 2015), cet. pertama, him 59.
% Ipid, him 59.



B. Pokok M asalah

1. Bagaimana dampak dari penerbitan IUP dalam pengelolaan dan
pengusahaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Kalimantan Timur?

2. Bagaimana realisas¥/aqasid asy-Syari’ah melalui indikatorSDGsdalam
menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan
Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dampak dari penerbitan IUP terhadap
kesejahteraan masyarakat setelah diundangkannya Undang-undang No. 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai
analisis Maqasid asy-Syari’ah dalam pengelolaan dan pengusahaan
tambang yang selama ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan
memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak penerbitan [UP
dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan terkait dengan
kesejahteraan rakyat dari perspeRitégasid asy-Syari’ah.

4. Skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan bagi
pengambil kebijakan (pemerintah) dalam pelaksanaan pertambangan

minerba.



D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai Pertambangan Mineral dan
batubara, penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang menyoroti
permasalahan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara, tetapi
belum ada yang melakukan penelitian mengenai akibat penerbitan IUP terkait
dengan pengelolaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat dengan

pendekatan maqasid asy-syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda.

Adapun beberapa karya tersebut yakni tesis Ineke Mayliana, dengan judul
“Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha
Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang
Petambangan Mineral dan Batu Bara {Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan
PT. Duta Inti Perkasa Mineral).” Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti
memberikan kesimpulan bahwa masalah konsistensi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di sektor pertambangan terhadap perlindungan investor
menjadi masalah besar sejak daerah berwenang mengeluarkan IUP. Pada tataran
praktek konsistensi tersebut tidak tercapai dimana hal ini sangat berbahaya bagi
investor karena IUP bisa saja dicabut oleh Pemerintah Daerah. Perubahan peta
politik dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah dapat berimplikasi
terhadap perlindungan investor atas izin yang dimilikinya tidak memberikan
kepastian hukum. Padahal investor telah menanamkan modalnya, inkonsistensi ini
masih tidak jelas, maka perlindungan investor di sektor usaha pertambangan

menjadi tidak konsisten, yang mana seharusnya IUP di daerah tersebut konsisten
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diberikan kepada investor secara konsekuen dengan berpegang teguh pada

peraturan-peraturan yang berldfu.

Karya tulis ilmiah yang kedua adalah tesis yang ditulis oleh Foni
Vebrilioni dengan judul “Penerbitan 1zin Usaha Pertambangan Batubara Melalui
Lelang: Usaha Menekan Jual Beli 1zin Usaha Pertambangan Batubara. Dari hasil
penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa sistem lelang dapat menghindari
adanya praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem
permohonan, karena sistem lelang bersifat terbuka sehingga dirasa adil bagi setiap
pelaku usaha. Namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala sistem
lelang salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan
peraturan perundang-undangan, sehingga masih ditemukan adanya praktek jual
beli konsesi pertambangan yang menggunakan sistem royalti. Jual beli dengan
sistem royalti adalah cara pemilik IUP mengalihkan IUP-nya kepada pelaku usaha
lain dan sebagai gantinya, pelaku usaha memberikan royalti kepada pemilik IUP

dan hal tersebut dilarang dalam peraturan perundang-unddngan.

Karya tulis terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar
dengan judul “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan
Undang-undang Minerba.” Dari karya tersebut penulis memberikan kesimpulan

bahwa dalam perspektif hukum islam hanya negaralah yang berhak akan

¥lneke Mayliana,“Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha
Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral
dan Batu Bara (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Duta Inti Perkasa Mitesisl)”,
dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2013), him. 30.

YFoni Vebrilioni"Penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui Lelang: Usaha
Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertamangan Batubar@akarta: Fakultas Hukum, 2012), him.
36.
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pengelolaan barang tambang diseluruh wilayah NKRI, hal demikian karena
pertimbangan demi mashlahat umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta
benda kekayaan milik bangsa Indonesia. Pemerintah melalui BUMN-lah yang
seharusnya mengelola kekayaan alam. Suatu penguasa tidak diperbolehkan
memberikan izin apapun kepada badan swasta ataupun asing karena hal tersebut
dapat merugikan kepentingan mashlahat umum dan keadilan bagi seluruh warga
masyarakat negara. Sedangkan dalam perspektif UU Minerba menetapkan bahwa
Minerba dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, yang selanjutnya ditetapkan bahwa negara atau pemerintah
dalam hal ini adalah Menteri ESDM, berhak untuk mengelola seluruh barang
tambng yang merupakan kekayaan negara dengan memberikan kesempatan
pengelolaan dan pengusahaan barang tambang kepada badan usaha swasta,
perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya harus berbadan
hukum Indonesia. Kesempatan tersebut diatur melalui IUP, IPR, dan IUPK.
Sesuai dengan tujuannya izin tersebut diberikan untuk memberikan nilai tambah
secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah

secara berkelanjutdfi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk

mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana negara mengkonsep pengelolaan

BAnwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan
Undang-undang MinerbakripsiFakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013), him.
29.
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dan pengusahaan pertambangan dengan perspekiibsid Syari’ah. Sejalan
dengan hal tersebut, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.
1. Maqasid asy-Syari’ah

Terma ‘ Maqgasid berasal dari bahasa arab=l- (magasid) yang
merupakan bentuk jamak kata=is (magsad) yang bermakna ‘maksud,
sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Terma itu berdds dalam bahasa
Yunani, finalite (Perancis), atadweck(Jerman)?’ Secara etimologinagasid
al-syari’ah terdiri dari dua kata, yaknhaqgasid dan syari’ah. Maqasid adalah
bentuk jamak darimagsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun
syari’ah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju

kearah sumber kehidupaf.

Magqasid asy-Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu
hukum yang berorietasi pada kemashlahatan. Meldwjasid asy-Syari’ah
inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif terbatas
jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan

yang secara kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

193asser Audaylembumikan Hukum Islam melalui Magqasid Syari’ahjm. 32.

%|ka Yunia Fauzia & Abdul Kadir RiyadiPrinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magashid Syari'ahcet.-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 4.
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Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti
qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan‘urf yang pada sisi lain juga disebut

sebagai dalif!

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyaldalam buku yang ditulis oleh
Jasser Audahmenyebutkansyariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan
tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.
Syari'at merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan
kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan
ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan,
kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah,
meskipun itu diklaim sebagai interpretasi yang béhdmam Al-Syatibi

menulis:

‘;?QAJL.\AA?QE&&JW\ M\AAM&.\MJ waﬂ\ Y
Laa L) g cpaall
“Syari'at ini ... bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di

dunia dan di akhirat®

Dimensi-dimensinagasid tradisional diklasifikasikan dengan berbagai

cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi téfsebut:

21 Oman Faturrahmamiktat Ushul Figih 2 (2013), him. 233.

#lka Yunia Fauzia & Abdul Kadir RiyadiPrinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magashid Syari’ah,. him. 44

Zbid, him.44.
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a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan Kklasifikasi
tradisional

b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapajasid

c. Jangkauan orang yang tercakup datangasid

d. Tingkatan keumumanmagasid, atau sejauh mananagasid itu

memperlihatkan keseluruhan nas

Teori Magasid 1slam berkembang dari abad keabad, terutama pada
abad ke-20 M. Para teoritikus kontemporer kemudian mengkritik
klasifikasi maqasid tradisional dan memperkenalkan konsep baru dengan
memasukkan dimensi-dimensi baru, guna memperbaiki kekurangan pada

konsepmagasid tradisional.

Konsepmagasid kontemporer berubah dari konsep penjagaan dan
perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Salah satunya
adalah Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai
kemashlahatan publik, pengembangan SDM menjadi salah satu tujuan
pokok magasid untuk direalisasikan melalui hukum islam. Dengan
mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisagisid dapat diukur
secara secara empiris melalui ‘target-target pembangunan SDM’ versi

PBB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digagas oleh PBB

yakni, Sustainable Development Goals (SD@®rupakan tujuan PBB

#jasser Audaylembumikan Hukum Islam melalui Magasid Syari’atihlm. 33.
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dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Terdapat tiga tujuan utama dari adanya SDGs antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan
gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi

semua orang di segala usia.

Adapun indikator untuk mewujudkan pembangunan tersebut
adalah: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang
baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air
bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi
ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi
yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem
laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan

yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan.

2. Teori Hak Menguasai Negara dan Konsep K esgjahteraan

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi
sebagailhe Guardian Of Constitutiodan berwenang untuk menguji undang-
undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan pasal 24 C ayat (1)
UUD 1945, telah memberikan tafsiran secara konsisten mengenai hak

menguasai negara terhadap cabang-cabang utama produksi. Konsistensi
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Mahkamah Konstitusi terbukti dengan adanya penafsiran yang sama pada
pengujian Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,
Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dan Undang-
undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang
Dasar 1945. Ketiga undang-undang tersebut telah mengatur cabang produksi
utama (Migas, SDA, Ketenagalistrikan) yang harus dikuasai dan dikelola oleh

negara. Adapun pengertian dikuasai oleh negara ditafsirkan sebagai Herikut:

a. Negara mengadakan kebijakafbeleid) dan tindakan pengurusan
(bestuurdaad).

b. Fungsi pengaturan(regelendaad) oleh negara dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh
pemerintah.

c. Fungsi pengelolaan(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme
pemilikan saham (share-holding) dan atau sebagai instrument
kelembagaan oleh pemerintah.

d. Fungsi pengawasan(toezichthoudensdaad)oleh negara dilakukan
pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan
penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud
benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh

rakyat.

25pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, him. 90. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, him. 99-100. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
X1/2013, him. 132.
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Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010,
terdapat pertimbangan bahwa “... dengan adanya anak kalimat “dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” maka sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat diartikan sebagai amanat untuk “memajukan
kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” serta menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan
tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan
kekayaan yang terkandung didalamnya..” (vide paragraph [3.15.4] hal 158

putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VI11/2010).

Sejahtera dalam KBBI memiliki ciri aman, sentosa, dan makmur;
selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan Sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnfaHal tersebut menempatkan kesejahteraan
sosial sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan pembangunan. Dalam
menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara melakukannya

melalui 4 carg?

a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak;
b. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya;

c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar;

26 pasal 1 Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2" Mubyarto, Pelaku dan Polittk Ekonomi Indonesia, cetakan pertama, Yogyakarta :
Liberty, 1989, him. 16
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d. Penyediaan lapangan kerja.

3. Teorilzin

Izin (vergunning)adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. lzin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau

pelepasan/pembebasan dari suatu laraffyan.

Adapun pengertian perizin%?nadalah salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan
sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu
kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan
orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang
sebenarnya dilarang untuk memperhatikan kepentingan umum yang
mengharuskan adanya pengawasan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai

fungsi yaitu*

28pdrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanaan Publik, cetakan kedua,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.167.

Ibid, him.168.
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a. Fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat
usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak
bertentangan satu sama-lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi
kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan
sesuai dengan peruntukkannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin
yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut
sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

F. Metode Pendlitian

1. JenisPendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka
(library research. Studi pustaka digunakan untuk mencari berbagai konsep,
teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai
dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, majalah,

internet, dan data yang mendukung penulisan ini.

2. Sumber data

a. Data Primer
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya
adalah Undang-Undang Dasar 194mdang-undang No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Data dari Badan Pusat
Statistik di Provinsi Kalimantan TimurMagasid Syari’ah, dan SDgs

(Sustainable Development GoalRBB.
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa
karya ilmiah, seperti bahan pustaka, jurnal, dan sebagainya serta bahan
lain yang berkaitan dengan penelitian.
c. Data Tersier
Yaitu data yang memberikan petunjuk, infornmasi terhadap kata-kata
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedi, dan beberapa artikel dari media internet.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi tedWaqgasid Syari’ah
terhadap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU No. 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis
dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap
data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang
diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang
sistematis dan faktual. Dari hasil analisis, penyusun menarik kesimpulan
untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian analisis ini diakhiri dengan

saran yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tersebut.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun agar penjabaran skripsi dapat
dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab,
dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa subBadibpertamaberisi
tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keranngka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahaddab kedua,membahas mengenai teori
yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan
skripsi ini. Teori yang akan digunakan adalah tedfigasid Syari’ah dan
realisasinya melalui indikatd@ustainable Development Goglang digagas oleh
PBB. Bab ketiga, akan membahas mengenai pengelolaan dan pengusahaan
pertambangan minerba teori hak menguasai negara dan kesejahteraan, serta teori
izin beserta dampak yang ditimbulkan di Provinsi Kalimantan Timur. Bab
keempat akan membahas mengenai analisis yang dilakukan penyusun atas
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori yang
terdapat pada bab kedua. Bab kelima adalah sebagai penutup berisikan

kesimpulan dan saran hasil analisis penyusun yang telah dibahas di bab keempat.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya
mengenai perspektif maqgasid asy-syari’ah terhadap tingkat pencapaian
kesejahteraan dari dampak penerbitan I[UP dalam pengelolaan dan pengusahaan
pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara merupakan sebuah sistem perizinan yang digunakan Pemerintah
untuk memberikan pengawasan kepada pelaku pengusahaan pertambangan
mineral dan batubara. Dari data yang diperoleh, setidaknya terdapat
beberapa permasalahan dalam penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan
Timur, yakni tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan
teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Permasalahan
dalam penerbitan IUP memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak
dari penerbitan IUP antara lain: tercatat bahwa terdapat Rp 23 Triliun
Piutang Pelaku Usaha ke Negara, 90% pemegang IUP tidak membayarkan
Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 1,37 juta Ha IUP masuk
Kawasan hutan, 4,93 juta Ha IUP masuk kawasan Hutan Lindung, dan

1.087 NPWP pelaku pengusahaan tambang minerba tidak teridentifikasi.

85
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Hal ini menimbulkan multiplier effect terhadap pembangunan
berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan
Timur.

. Magqasid asy-syari’ah yang digagas oleh Jasser Auda ditujukan untuk
pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkat kesejahteraan,
dengan diukur secara empiris melalui program PBB y&ksiainable
Development Goals atau biasa disebut dengan Pembangunan
Berkelanjutan. Perwujudan dari 17 indikator dan 169 target SDGs
kemudian diintegrasikan pada tiga bidang fokus utama, yakni
pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pencapaian
dari implementasi maqasid syari’ah dalam mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat di provinsi Kalimantan Timur melalui indikator empiris yakni
Sustainable Development Goals (SGDs) baru mencapai pengembangan
Sumberdaya Manusia dalam pembangunan dibidang sosial dan ekonomi,
sedangkan pengembangan kesadaran Sumberdaya Manusia dalam
pembangunan pelestarian lingkungan belum tercapai. Meskipun bidang
sosial dan ekonomi lebih baik dibanding dengan bidang lingkungan, masih
terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi pertimbangan antara
lain, tingginya tingkat kesenjangan pendapatan daerah (perkotaan dan
pedesaan), minimnya peran sektor lain dalam peningkatan PDRB daerah,
dan minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan karena

selama ini cenderung bersifat sebaggital intensive.
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B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan
pengusahaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin.
Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam penataan IUP saja, tetapi
hingga ke ranah lapangan penambangan minerba. Penerbitan IUP
harus  mencerminkan  pembangunan  berkelanjutan  dengan
memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pemerintah memetakan
kawasan khusus untuk pertambangan, sehingga tidak setiap kawasan
yang terdapat sumberdaya mineral dan batubara dapat dilakukan
pengelolaan tambang, terutama yang memasuki kawasan hutan
lindung.

2. Bagi para pelaku pengusahaan pertambangan, bahwa untuk menjaga
keseimbangan ekosistem maka pasca penambangan, pelaku harus

memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi tambang.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN

Departemen Agama Republik Indonesfd;Qur'an dan Terjemahannyz&Solo:

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

FIKIH DAN USHUL FIKIH

Al-Raysumi, Ahmad.ljtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Spsial

Bandung: Erlangga, 2002.

Auda, Jasser,Al-Magasid untuk Pemula terjemahan, cetakan pertama,

Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Auda, JasserMembumikan Hukum Islam melalui Magasid Syari'abet.

Pertama, Badung: PT. Mizan, 2015.

Az-zuhaili, WahbahFigih Islam Wa Adillatuhyjilid 4, Jakarta: Gema Insani,

2011.

Faturrahman, Omamiktat Ushul Figih 2 2013.

Fauzia, Ika YuniaPrinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid Syari &let.

Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Jaya Bakri, AsafariKonsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatifiet. Pertama,

Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

88



Muhammad,Aspek Hukum dalam Muamalaet. Pertama, Yogyakarta: Graha

[Imu, 2007.

Quthb,Sayyid Keadilan Sosial dalam IslanBandung: Penerbit Pustaka Cet. II,

1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

LAIN-LAIN

Alfiandri, Muhamad Reza, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha
Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan BatubaraJakarta : Fakultas Hukum Universitas

Indonesia 2012.

Arabia, “Pelaksanaan lIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining InternationdMiakasar :

Universitas Hasanuddin, 2013.

B. Hooelman, MickaelPanduan SDG4dnfid: Edisi November 2015.

89



Hayati, Tri, Era Baru Hukum Pertambangan, Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan

Pustaka Obor, September 2015.

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hiduget.Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
Offset, 2013.

HS, SalimHukum Pertambangarcetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Khor, Martin, Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib

Bangsa,CetPertama,Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

Mayliana, Ineke,‘Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin
Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang
Petambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan
PT. Duta Inti Perkasa Mineral)’tesis dipublikasikan, Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2013.

Mubyarto, Pelaku dan Politik IndonesjaCet.Pertama, Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta, 1989.

Redi,Ahmad. Hukum Pertambangan, cetakan pertama, Bekasi: Gratama

Publishing, 2014.

Simamora, NisranAnalisis Yuridis Terhadap Ketentuan-ketentuan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi
Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)”,

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

90



Siregar, Habibi,“Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan
Undang-undang Minerba”,Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, 2013.

Sudrajat, Nandand,eori dan Praktik Pertambangan di Indonestzet. Pertama,

Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Sugianto, Fajar,Economic Analisys of LawCet. Kedua, Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2014.

Sumardjono, Maria.Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesi@etakan

Pertama, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2013.

Sutedi, Adrian,Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanaan Pybtktakan

kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutedi, AdrianHukum PertambangarCet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika: 2012.

Tri Hastuti, Nanik,Hukum Kontrak KaryaCet. Pertama, Malang: Setara Press,

2013.

Vebrilioni, Foni"Penerbitan 1zin Usaha Pertambangan melalui Lelang: Usaha
Menekan Jual Beli I1zin Usaha Pertamangan Batubatikarta: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2012.

Winarno, Budi.Etika PembangunanCetakan pertama, Jakarta: PT. Buku Seru,

2013.

WEB

91



https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=

OahUKEwjP04zZz-

zJAhUkXgYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fs

osialisasi-eiti-dan-uu-23-yogya-

27082015%2F%3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQJCNFX0Y2DVy6cUyqR

DKEVT82Kxk ZLA&sig2=IcR5tuNRVEQizO6PfR3Sug diakses tanggal 21

desember 2015 tentang sesi 3 penataan iup di hotel novotel pukul 16.30 WIB

http://acch.kpk.go.id/documents/10180/37407/Permmttenataan+Perizinan+Usa

ha+PertambangankemenESDM.pdf/5914bed8-cOca-44{7-9782-c7a1962b7939

diakses tanggal 21 desember 2015 tentang penataan iup hingga 11 november 2014

pukul 16.39 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/contemfdumum/ejurnal/pdf/ejurn

al_vol%207%20nmr%201%20Februari%202010.gdfnal mk februari 2010

diakses tanggal 21 desember 2015 pukul 14.49 WIB

http://www.bgl.esdm.qgo.id/index.php/publikasi/undogrkas/cat view/87-buku-

dan-brosurdiakses tanggal 22 desember 2015 pukul 22.28 WiliBang data

mineral 2014

http://www.bgl.esdm.go.id/diakses tanggal 22 des 2015 gambar2 pukul 23.37

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Permasalahan-Dan-

Potensi-Kerugian-PNBP-Pertambangan-1441159813.pdiakses pada 23

desember 2015 pukul 11.21 WIB.

92



http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/Kajian%20Eksp

0r%20Timah%20llegal%201CW%202%20Mei%202014.pdiakses pada 11

Januari 2016 pukul 10.52 WIB

http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagarngelola-sumber-daya-alam

diakses 11 januari 2016 pukul 10.56 WIB

http://bappenas.qo.id/files/4013/4985/2795/6mengaiaspang-tindih-antara-

lahan-pertambangan-dan-kehutanan___20081123002641 5.pdfakses pada

11/02/16 pukul 11.28 WIB

http://www.dephut.go.id/uploads/files/Statistik_kédman_2011.pdtliakses pada

11/02/16 pukul 11.28 WIB

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip thn_ HR.pdf diakses pada

11/02/16 pukul 11.30 WIB

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/FactSh&KHI Ina.pdf diakses

pada 11/02/16 pukul 11.30 WIB.

http://kaltim.bps.go.id/webbeta/website/pdf publikésndisi-Sosial-Ekonomi-

dan-Indikator-Penting-Kalimantan-Timur-Triwulan-11-2016.pdf diakses 12

Agustus 2016 pukul 9:42 WIB.

http://www.kaltimprov.go.id/berita-kaltim-proaktifedkung-korsup-

pertambangan-kpk.html

diakses pada tanggal 18 Agustus 2016.

93



http://pertambangan.kaltimprov.qgo.id/index.php?option=com content&view=artic

le&id=133%3Aiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-

umum&ltemid=103&lang=in

diakses pada tanggal 3 September 2016.

http://pertambangan.kaltimprov.qgo.id/index.php?apticom content&view=artic

le&id=139%3Aprosedur-perizinan&catid=40%3Apertambangan-

umum&ltemid=103&lang=in

diakses pada tanggal 3 September 2016.

www.walhi.org.iddiakses pada tanggal 12 April 2016.

94



Lampiran |

BIOGRAFI JASSER AUDA

Profesor Auda adalah Ketua StutMlagasid Asy-
syari’ah  di International Afrika Perdamaian Tinggi
Selatan, Direktur EksekutiMagasid Institute, sebuah
think tank global yang berbasis di London, dan Visiting
Professor Hukum Islam diCarleton University di
Kanada. Dia adalah Pendiri dan Anggota Dewan Uni

N Ulama Muslim Internasional, Anggota Dewan Eropa untuk
Fatwa dan Penelitiafsellow dari Akademi Fikih Islam India, dan Sekretaris Jenderal
Yagazat Feker, sebuah organisasi pemuda populer di Mesir. Dia memiliki ¢Rr
dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales di Inggris, dan dg#&iBr dalam
analisis sistem datniversity of Waterloo di Kanada. Pada awal hidupnya, ia hafal
Quran dan mempelajari Figih, Ushul dan Hadis di halagas Masjid Al-Azhar di
Kairo. Dia sebelumnya bekerja sebagai: Pendiri Direktur Maqgasid Pusat dalam
Filsafat Hukum Islam di London; Pendiri Wakil Direktur Pusat Etika Islam di
Doha; profesor diUniversity of Waterloo di Kanada,Universitas Alexandria di
Mesir, Universitas Issam Novi Pazar di Sanjaq, Qatar, Fakultas Sudi Islamdan
American University of Sharjah. Dia kuliah dan dilatih tentang Islam, mengenai
hukum, spiritualitas dan etika dalam puluhan universitas lain dan organisasi di
seluruh dunia. Dia menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, beberapa
di antaranya diterjemahkan ke 25 bafiasa

! http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html




Lampiran 1

DAFTAR TERJIEMAHAN

Ayat

Terjemah

Qs. Al-Fathir: 27

Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menuru

nkan

hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-

buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di a

ntara

gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang

beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam p

Qs. Ar-Rum: 41

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut diseb
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah mera
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mg
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

ekat.

abkan
sakan
breka,

QS.Al-Bagarah: 29

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di b
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,
dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui se
sesuatu.

umi
lalu
gala
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